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Abstract—A residential unit is a unit of a house or dwelling that is used as
a shelter and residence for humans. Residential units include various shapes
and siges designed to meet the needs of individuals or groups. This residential
unit shows the importance of fair and inclusive housing policies so that all levels
of society have access to decent, safe, and comfortable honsing, and enconrages
equitable infrastructure development throughout the region. The process of
purchasing a residential unit requires important procedures to ensure that
transactions between consumers and developers are clear and safe. The
researcher uses an empirical legal research method. This method refers to legal
provisions and the application of regulations to problems that occur in the field.
This study uses data sourced from a descriptive analytical Literature Study.
The results of the study show that there are many things that need to be
reviewed by consumers and developers before making an agreement. This aims
to avoid the emergence of default by the parties. In this context, default occurs
when one party does not fulfill the agreed obligations, either in whole or in par,
or fulfills the obligations in a manner that is not in accordance with the
provisions of the agreement. The results of this study also show that the lawsuit
Sfiled is an Obscunr Libel lawsnit, namely a lawsuit that is unclear, vagne and
contrary to the formal requirements in the provisions of legal procedures.
Becanse of its hidden or vague nature, this can be a challenge in proving in
court, because it requires further interpretation as to whether the information is
indeed detrimental. This term is often used in the context of criminal or civil
law to describe a form of dissemination of information that is detrimental to
someone, but the method of dissemination is not direct or gpen.
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Pendahuluan

Seiring berkembangnya zamankenaikan jumlah penduduk terkhusus penduduk yang
bertempat tinggal di kota — kota besar banyak penduduk yang memilih untuk bermukim di kota
besar karena daya tarik yang dimiliki oleh kota tersebut.daya tarik yang dimasksud antara lain
berbagai lapangan pekerjaan yang lebih luas,fasilitas-fasilitas yang lebh lengkap dan berbagai aspek
lainnya. Permasalahan yang sering terjadi diperkotaan besar adalah kepadatan kapasitas penduduk
yang mengaruhi tempat tinggal penduduk indonesia. Hal ini biasanya disebabkan oleh
urbanisasi,pertumbuhan penduduk,dan meningkatnya permintaan akan perumahan dan
permukiman.Adanya keterbatasan lahan yang tersedia mengakibatkan meningkatnya harga
tanah,yang pada gilirannya membuat rumah dan perumahan menjadi tidak terjangkau bagi
sebagian besar penduduk. Pembangunan unit hunian menjadi salah satu solusi yang umum
digunakan untuk mengatasi tantangan ini.perencanaan yang matang dan kebijakan perumahan
yang bijak adalah kunci dalam memastikan bahwa pembangunan unit hunian dapat mengatasi
masalah perumhan yang di hadapi kota — kota besar. (Zipora & Abdul Salam, 2021). Proses ini
dimulai dengan pemesanan unit oleh konsumen.konsumen memilih unit yang diinginkan dan
biasanya memberikan uang muka atau deposit pada pengembang.langkah ini kemudian diikuti
dengan penandatanganan PPJB,yang merupakan kontak formal antara pengembang dan
konsumen. PP]B mencakup identitas pihak yang terlibat,deskripsi unit yang dibeli,harga pembelian
dan jadwal pembayaranketentuan serah terima unitkewajiban para pihak.sementara itu,berbagai
permasalahan sering muncul dalam transkasi pembelian unit hunian.Dalam putusan Nomor 200/
Pdt.G/PnJkt.Utr,permasalahan antara developer dan konsumen kerap kali berkaitan dengan
ketidaksesuaian spesifikasi unit,keterlambatan pembangunan,perselisihan mengenai jumlah dan
jadwal pembayaran,serta kurang transparansi informasi dari pengembang. Menyikapi hal tersebut,
proses jual beli mencakup dua subjek hukum yaitu penjual dan pembeli. Masing - masing pihak
dituntut atas adanya pemenuhan hak dan kewajiban. (Irfan & Emir Syarif Fatahillah Pakpahan,
2023). Dalam Pasal 1457 menyatakan bahwa”Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana
pihak yang satu meningkatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang,dan pihak yang lain untuk
membayar harga yang dijanjikan”.proses terjadinya jual beli unit hunian hal ini berkaitan dengan
petjanjian para pihak yang bersangkutan. Dalam masyarakat jual beli bukanlah hal yang baru,
karena jual beli telah dilakukan sejak zaman dahulu. Jual beli biasanya dilakukan dengan perjanjian
atau yang dikenal dengan perjanjian jual beli, berdasarkan hukum adat perjanjian jual beli
merupakan petjanjian yang bersifat riil, maksudnya penyerahan barang yang diperjanjikan
merupakan syarat yang mutlak dipenuhi untuk adanya sebuah perjanjian. (Made Erik Krismeina
Legawantara et al., 2020).

Perjanjian adalah sebuah keputusan antaya dua orang atau lebih yang saling mengiatkan diri
dengan suatu objek yang dipetjanjikan.adanya banyak jenis perjanjian yang lazim digunakan dalam
masyarakat,salah satunya adalah perjanjian penjualan unit hunian.Dalam perjanjian ini,developer
bertanggung jawab untuk menyerahkan propertibiasanya unit hunian tepat waktu,sedangkan
konsumen berkewajiban melakukan pembayaran yang tidak bertentangan dengan persyaratan yang
disepakati dalam kontrak perjanjian. (Avina Permatasari & Susanti Adi Nugroho, 2019) Adanya
etikad baik antara developer dan konsumen sangat mempengaruhi proses pembelian unit
hunian.hal tersebut tidak dapat diabaikan karena akan sangat berdampak buruk dan dapat
merugikan konsumen.sebagaim konsumen sangat petlu memperhatikan dan mengetahui tanggung
jawab developer terhaadap konsumen dalam melakukan proses jual beliunit hunian.Uraian diatas
memaparkan hal-hal penelitian terkiat : “Analisis Yuridis Terhadap Pembelian Unit Hunian yang
Mengandung Obscunr Libel Berdasarkan Putusan 200/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Utr.”

Metode

Dalam penelitian ini,peneliti menggunakan jenis penelitan yuridis empiris yaitu penelitian
yang dilakukan bersumber putusan 200/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Utr,dati permasalahan yang tetjadi di
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lapangan. Peneliti memperoleh penelitian tersebut dengan pengambilan literatur untuk menjawab
permasalahan gugatan yang mengandung Obscunr Libel. Peneliti menggunakan sifat penelitian
deskriptif, karena peneliti ingin memaparkan hak dan keajiban yang wajib dilaksankan para pihak
dalam membuat kesepakatan dan konsekuensi yang diterima pihak developer apabila memberikan
informasi yang Obscuur Libel. Metode ini mengacu pada ketentuan hukum dan pengaplikasian
peraturan pada permasalahan yang terjadi di lapanagan. Penelitian ini menggunakan data yang
bersumber dari Studi Kepustakaan yang bersifat deskpriptif analitik. Dari hasil penelitian
menunjukkan terdapat banyak hal yang perlu ditinjau oleh konsumen dan developer sebelum
melakukan sebuah kesepakatan. Hal ini bertujuan untuk menghindari munculnya tindakan
wanprestasi oleh para pihak.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelian Unit Hunian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313 mengutip “suatu persetujuan adalah
suatu pebuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.
Dari defenisi tersebut dijelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu kebijakan hukum yang
melibatkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih dan masing-masing pihak memiliki
hak dan kewajiban yang harus di pertanggungjawabkan Perjanjian disebut sah menurut hukum
perdata di Indonesia sesuai dengan KUHPedata Pasal 1313.

Persyaratan Subjektif adalah ketentuan yang mencakup pihak — pihak yang terlibat dalam
perjanjian. Syarat Subjektif ada dua, yaitu:

Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya

Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah pernyataan kesesuaian kehendak antara
satu atau lebih dengan pihak lainnya. Pihak yang terlibat dalam perjannjian harus mencapai
kesepakatan yang menyangkut isi dan ketentuan dari perjanjian tersebut. Kesepakatan wajib
diberikan tanpa ada unsur paksaan dari pahak manapun. Kecakapan dalam hukum vyaitu
kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum bagi yang dinyatakan sebagai subjek hukum.
Orang yang berwenang dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah
dewasa, yaitu mereka yang sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah.Apabila syarat subjektif
tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, yaitusalah satu pihak dapat mengajukan kepada
pengadilan untuk membatalkan petjanjian yang telah disepakati. Akan tetapi, jika diantara para
pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tersebut dianggap sah oleh hukum.

Persyaratan objektif yaitu syarat yang menyangkut objek yang ditetapkan dalam perjanjian.
Syarat Objektif ini meliputi :

Adanya objek perjanjian

Ini menjelaskan tujuan kontrak dalam memenuhi prestasi. Prestasi merupakan kewajiban
debitur dan hak denitur dalam pengaturan kontrak. Objek permasalahan harus dijelaskan dan tidak
ambigu. Objek perjanjian harus dapat dihitung dan ditrntukan sehingga tidak menimbulkan
sengketa permasalahan. Para pihak juga harus memastikan objek petjanjian tersebut layak untuk
diperjanjikan. Adanya objek perjanjian ini menjelaska bahwa objek yang dimuat didalam suatu
kontrak harus jelas dan dapat dipastikan. Dengan adanya objek perjanjian yang jelas, dapat
mencegah timbulnya perjanjian fiktif.

Klausa yang halal

Hal ini merujuk kepada kesusilaan dan ketertiban umumj. Perjanjian harus sesuai dengan
ketertiban umum  yang berprinsip dasar untuk menjaga tata tertib dan keamanan dalam
masyarakat. Perjanjian yang mengganggu ketertiban umum tidak sah dihadapan hukum. Tujuan
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kesusilaan adalah mencakup etika dan moral yang diterim dalam masyarakat. ~KUHPerdata
memberikan kebebasan untuk membuat suatu perjanjian secara tertulis dan tidak tertulis dan harus
sesuai dengan konteks peraturan yang berlaku.Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka disebut
petjanjian batal demi hukum. Hal ini berarti dari awal perjanjian di buat sudah dianggap tidak sah
oleh hukum.Dalam membuat suatu perjanjian,, harus melalui proses dan tahapan yang sesuai. Para
pihak yang sepakat dalam membuat perjanjian harus mempersiapkan waktu semaksimal mungkin
untuk membahas maksud dan tujuan pengadaan perjanjian yang dipahami para pihak. Tahapan
penyusunan petjanjian dilakukan dalam tiga tahap, yaitu Tahap Pra penyusunan, Tahap
penyusunan, dan tahap pasca penandatanganan perjanjian.

Tahap Pra-penyusunan Perjanjian

Dalam tahapan ini, para pihak perlu memperhatikan resume pembicaraan awal, catatan
awal, dan pokok-pokok yang telah dirundingkan dalam pembuatan perjanjian awal. Tahapan ini
dituangkan dalam nota kesepahaman atau disebut Memorandum Of Understanding (MOU).
Tahapan ini melalui proses sebagai berikut :

Negosiasi

Negosiasi ialah komunikasi kedua belah pihak untuk memperluas kesepakatan dengan dua
arah yang dirancang untuk mencapai persetujuan sebagai akibat adanya perbandingan pandangan
terhadap suatu hbal yang berhubungan dengan perjanjian yang dibuat. Dalam proses ini, pihak-
pihak yang terlibat saling melemparkan penawaran hingga tercapai kesepakatan.

Membuat Nota Kesepakatan (MOU)

Kedua belah pihak harus memastikan bahwa sudah memenuhi persyaratan yang sudah
ditentukan oleh undang-undang seperti umur, cakap hukum, tentang objek, dan temapat domisili
yang jelas. Setelah tahapan negoisasi dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah pembuatan nota
kesepakatan yang merupakan pokok-pokok persetujuan dari hasil negosiasi. Kesepakatan ini
dibuat dalam bentuk tertulis. Ini akan berperan sebagai dasar dalam pembuatan petjanjian. Hal
umum yang harus diperhatikan dalam pembuatan nota kesepakatan ini adalah poin-poinprating
yang sudah dibahas dalam negosiasi. Penulis yang membuat nota ini harus ikut terlibat dalam
proses negosiasi sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang lebih aktual.

Tahap Penyusunan Perjanjian

Dalam tahap ini yaittu penyusunan kesepakatan yang telah dicapai dalam negosiasi dan yang
dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan serta diskusi lanjutan hingga tercapainya kesepakatan
dan berubah menjadi suatu petjanjian. Proses penyusunan petjanjian memerlukan ketelitian yang
baik dari para pihak dan pejabat yang berwenang. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulka
kesulitan di kemudian hari.

Tahapan Pasca Penandatanganan Perjanjian

Dalam tahap ini, pengecekan kembali perjanjian karena dalam pelaksanaannya banyak
dijumpai rumusan dan isi perjanjian yang kurang teliti. Hal ini dapat terjadi karena adanya
penafsiran yang berbeda terhadap isi perjanjian. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dapat
diadakan Tambahan Perjanjian atau disebut Addendum. Proses ini akan dilaksanakan secara
musyawarah .Dalam proses transaksi unit hunian melibatkan hubungan antara konsumen dan
pengembang. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2)
mengutip bahwa “ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sedniri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan”. Pengembang dan/atau developer harus menghargai hak dan
kewajiban konsumen.Untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban konsumen terjamain, maka
diperlukan perlindungan konsumen. Sebelum melakukan proses sah terima kepada pengembang,
konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai unit hunian yang ditawarkan oleh
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pengembang. Informasi ini meliputi harga, manfaat, luas unit, dan risiko yang akan timbul

Konsumen memiliki hak untuk menentukan pilihannya atas unit hunian yang dibutuhkan.
Perlindungan hukum terhadap konsumen meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, dari
sisi konsumen, dari sisi produk, dati sisi transaksi. (I Putu Erick Sanjaya Putra et al., 2019)

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian diberikan kebebasan untuk menyesuaikan isi
perjanjian berdasarkan persyaratan yang telah disepakati. Kerangka hukum yang mengawasi
perjanjian tidak ikut campur dengan topik dan kondisi yang akan membentuk perjanjian antara
para pihak, selama perjanjian tersebit tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, moralitas,
dan kesejahteraan masyarakat. Hubungan hukum yang dibangun melalui perjanjian dapat
diaktualiskan melalui pelaksanaan kontrak tertulis. Ini tidak hanya memfasilitasi pemahaman yang
jelas tentag hak dan tanggung jawab masing-masing pihak tetapi juga menyederhanakan proses
pemberian bukti jika terjadi wanprestasi oleh pihak manapun. Jika mengacu ada sifat konsensual,
PPJB adalah bentuk dari hukum petjanjian dan dapat memicu prestasi bagi kedua pihak. Para
pihak diharuskan untuk melaksanakan perjanjian dengan cara yang menunjukkan itikad baik. Hal
inilah yang menimbulkan kerugian bagi pihak penjual yaitu penjual tidak mendapatkan vang dari
pembeli dan penjual gagal dalam peralihan hak atas tanah, pembeli rugi dalam waktu karena
mengingat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) itu hanya terikat sebelum akta jual beli itu dibuat
dan bisa terjadi sengketa. Dalam memenuhi perjanjian, para pihak harus mendapatkan
petlindungan hukum.Ada dua perlindungan hukum, khususnya perlindungan hukum represif dan
preventif. Perlindungan hukum represif dirancang untuk mengatasi masalah atau konflik yang
mungkin timbul, dan dilaksanakan dengan menjatuhkan hukuman pada pelaku kesalahan atau
individu yang bertanggung jawab atas pelanggara untuk mengembalikan hukum ke kondisi semula.
Perlindungan hukum ini biasanya diberikan dalam sistem peradilan. Perlindungan hukum preventif
difokuskan pada menghentikan perselisihan. (Putu Arya Bagus Utama et al., 2021).Sebagai
konsumen harus memperhatikan hal — hal penting sebelum melakukan proses transaksi jual beli
unit hunian. Hal terutama yang perlu dilakukan adalah peneriksaan legalitas, termasuk verifikasi
sertifikat di Badan Pertanahan Nasional(BPN). Hal ini bertujuan untuk memastikan keaslian
bahwa unit hunian tersebut tidak berada dalam sengketa. Proses transaksi ini harus dilaksanakan di
hadapan notaris yang bertanggungjawab dalam transaksi ini, dan kedua belah pihak harus
menandatangani Akta Jual Beli (AJB). Setelah penandatanganan Akta Jual Beli selesai, notaris
akan mengembalikan sertifikat atas nama konsumen dan mengeluarkan sertifikat baru.. Proses ini
akan disertai dengan penyerahan dan bangunan secara fisik kepada konsumen disertai dengan
penyerahan dokumen - dokumen penunjang laiinya seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
(Muhammad Arif Prasetyo, 2023).Pada dasarnya, dalam melakukan petrjanjian dibuat atas dasar
asas kebebasan berkontrak. Ini sangat berpengaruh untuk pembuatan perjanjian karena asas ini
memberikan kebebasan kepada individu untuk memilah — milah bentuk petjnajian yang akan
disepakati. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, developer dan konsumen berada dalam
posisi yang seimbang. Konsep dasar asas kebebasan berkontrak memungkinkan individu yang
berpartisipasi dalam kontrak untuk menetapkan substansi dan struktur kontrak melalui persetujuan
bersama. Prinsip ini memungkinkan kedua belah pihak untuk merundingkan dan menyepakati
berbagai ketentuan dan syarat yang akan mengikat mereka dalam hubungan kontraktual. (Elvira
Fitriyani Pakpahan, Heriyanti, et al., 2023)Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik yang terjadi
diantara kedua belah pihak. Ketika suatu perjanjian dibuat semata-mata oleh satu pihak, itu
memiliki potensi untuk memicu klausa default. Klausa ini mengacu pada peraturan atau ketentuan
apa pun yang telah dirumuskan secara sepihak sebelumnya oleh pengembang atau operator bisnis,
dan dimaksudkan untuk dimasukkan dalam dokumen dan perjanjian yang mengikat secara hukum,
yang membutuhkan kepatuhan dari konsumen. Pemanfaatan klausa default tersebut umumnya
diamati di banyak transaksi komersial. Asas kebebasan berkontrak harus dijalankan dengan
memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik
yang tetjadi diantara para pihak yang bersangkutan. Ketika kontrak dieksekusi oleh pihak tunggal,
itu dapat mengarah pada pembentukan ketentuan default. Klausul standar mengacu pada
peraturan atau ketentuan yang dirumuskan secara sepihak oleh pengembang atau opeartor bisnis
dan diintegrasikan ke dalam dokumen dan perjanjian wajib untuk kepatuhan konsumen.
Pemanfaatan ketentuan default ini lazim dalam beragam transaksi komersial.
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Selain asas kebebasan berkontrak, petlu diperhatikan asas kehati hatian dalam membuat
suatu petjanjian. Asas kehati — hatian merupakan asas yang menekankan sikap waspada dan hati —
hati kepada setiap individu/kelompok, perusahaan, pejabat dalam melaksanakan tugas dan
jabatannya. Dengan menerapkan prinsip ini, maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada
pemerintahan akan semakin tinggi. Hal ini menjadikan pemerintahan untuk mengambil keputusan
yang lebih hati - hati dalam membuat suatu kebijakan .Dalam melakukan proses pembelian unit
hunian, konsumen harus memperhatikan faktor — faktor penting sebelum membuat sebuah
kesepakatan kepada developer. Salah satu unsur utama yang diperhatikan adalah sertifikat. Fungsi
dari sertifikat ini adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas kepemilikan unit
tersebut. Dalam kepemilikannya, konsumen dapat memberikan bukti sah bahwa dia adalah pemilik
resmi unit tersebut. Apabila suatu sertifikat tidak sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan oleh
undang-undang yang berlaku, maka hal tersebut dapat menyebabkan masalah hukum dan finansial

bagi konsumen. (Elvira Fitriyani Pakpahan, Melinda Tarigan, et al., 2023)Sertifikat sebagai alat
pembuktian yang kuat dalam hal ini selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data
yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Apabila dikemudian
hari terjadi sengketa maka penyelesaian pembuktian sertifikat hak atas tanah tersebut dilakukan di
pengadilan oleh pertimbangan hakim.Konsekuensi yang akan timbul antara lain yaitu wanprestasi.
Wanprestasi adalah perilaku seseorang yang tidak mematuhi dan tidak melaksanakan aturan yang
sudah disepakati. Munculnya hak litigasi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi kepada
pihak yanggagal memenuhi kewajibannya merupakan akibat langsung dari munculnya kelalaian ini.
Pihak yang melakukan wanprestasi harus sanggup membayar ganti rugi. (I Made Citra Gada
Kumara et al., 2021)

Didalam setiap kesepakatan atau kontrak yang di buat oleh para pihak, selalu
mencantumkan identitas dari subjek hukum, yang meliputi nama, umur, tempat domisili, dan
kewarganegaraan. Kewarganegaraan erat kaitannya dengan ketentuan hukum yang dipergunakan
untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
memaparkan “akta otentik ialah suatu akta yang di buat dalam bentuk tulisan yang di tentukan
undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu
dibuat.” Akta autentik memiliki karaktersitik berkekuatan pembuktian yang tinggi menjadi bukti
yang sah dan kuat. Akta autentik juga memberikan kepastian hukum atas perjanjian atau
pernyataan yang dibuat. Kepastian hukum ini bersifat mengayomi hak dan kewajiban kedua pihak
yang membuat perjanjian. Akta autentik hanya dapat dipersiapkan oleh pejabat berwenang sesuai
dengan peraturan yang relevan dan sesuai dengan konteks hukum. Oleh sebab itu, akta autentik
memiliki peran penting dalam dalam aspek hukum dan memberikan jaminan keabsahan yang pasti
yang dibuat para pihak yang mengikatkan dirinya. Selain sertifikat faktor lain yang diperhatikan
adalah facility (fasilitas). Salah satu cara yang dilaksanakan oleh pemerintahan dan developer adalah
memenuhi kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal. Dalam transaksi jual beli unit hunian,
fasilitas merupakan poinutama yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Para developer -
developer berlomba - lomba untuk memberikan fasilitas - fasilitas yang lemngkap untuk menarik
perhatian para konsumen. Penjualan dan pemasaran unit hunian ini berkaitan dengan masalah
perizinan yang telah diatur oleh Undang - Undang Rumah Susun. Berhubungan dengan hal
tersebut, perusahaan pengembang sangat bergantung berpengaruh dengan pemasaran yang
signifikan dan harus patuh terhadap perizinnan yang diatur dalam undang — undang. Proses
perizinan yang dimaksud adalah kepatuhan terhadap peraturan zonasi, persetujuan dari berbagai
lembaga pemerintah, dan semua dokumen dan izin yang diperlukan harus sudah diperoleh
sebelum memulai konstruksi. Perusahaan pengembang harus mematuhi semua ketentuan yang
berlaku supaya terhindar dari masalah hukum dalam proses pembangunan. Oleh karena itu,
strategl yang menarik sangat diperlukan untuk meningkatkan penjualan.

Dalam proses pelaksanaannya banyak hal yang perlu ditinjau untuk kepastian yang lebih
akurat. Tindakan meninjau mencakup pengujian terhadap peraturan perundang — undangan,
yurisprudensi, doktrin hukum, serta praktek hukum sesuai dengan permasalahan yang dianalisis.
Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap hukum yang mengatur
permasalahan yang ditangani dan untuk mengetahui proses implikasi hukum, konsekuensi, hak dan
kewajiban, atau prosedur yang sesuai dengan peristiwa yang sedang tetjadi. Prinsip — prinsip
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hukum yang berlaku seperti keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum harus dianalisis dan
menerapkan hukum sesuai dengan isu permasalahan. Dalam praktik hukum penggunaan kata
“tinjauan yuridis” adalah hal yang sering ditemui. “Tinjauan merujuk pada tindakan yang dipelajari
secara seksama dan menyeluruh. Kata Yuridis berasal dari bahasa belanda yaitu “Ywridich” yang
berarti berdasarkan hukum dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dari kedua pengertian tersebut,
dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah proses penilaian dan analisis dari sudut pandang
hukum mengenai suatu permasalahan hukum dan tidak bertolakbelakang dengan prosedur hukum
yang betlaku. Dalam proses tinjauan yuridis individu/kelompok yang turut adil dapat memperluas
pemahaman yang lebih baik tentang posisi hukum, membuat keputusan yang lebih informatif, dan

merancang strategi hukum yang tepat untuk menangani permasalahan. (Widodo Ramadhana et al.,
2023).Dalam sengketa ini tidak lepas dari hak penguasaan tanah. Dalam hukumnya, Badan
Pertahanan Nasional memiliki peran krusial dalam menangani sengketa pertanahan di Indonesia.
Badan Pertahanan Nasional bertanggungjawab dalam pemetaan, pengukuran, dan survei terhadap
tanah. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian dan dapat mengurangi kemungkinan
tumpang tindih dalam upaya penguasaan tanah yang jelas. Ini dapat memastikan bahwa setiap
orang memiliki akses yang legal terhadap unit hunian yang ditempati. (Rodiatun Adawiyah et al.,
2023)

Tinjauan Yuridis Atas Pembelian Unit Hunian Yang Mengandung Obscuur
Libel Menurut Putusan 200/Pdt.G/2017Pn.Jkt. Utr

Berdasarkan putusan Nomor,200/Pdt.g/2017/pn.jktutr berbicara mengenai wanprestasi
atau sama halnya dengan cidera janji (petjanjian yang tidak ditepati) Sistem Civi/ Law pada pasal 1
Nomor 3 tentang kewenangan notaris di Indonesia yang di berlakukan sejak 1 Juli tahun1860 dan
diinterpretasikan oleh R. Soegondo yang menyatakan Notaris merupakan posisi publik resmi yang
diberikan wewenang untuk mengotentikasi dokumen umum, kontrak, dan penentuan yang
diamanatkan oleh sistem hukum.Penegakan hukum melibatkan upaya untuk memastikan
pembentukan dan operasi prinsip-prinsip hukum yang efektif sebagai standar untuk perilaku atau
interaksi hukum dalam masyarakat dan negara. Upaya integrasi ini mengikutsertakan semua sub
pelaksanaan hukum untuk mencapai dan merealisasikan terciptanya kepastian dan keadilan hukum.
Penegakan hukum juga berlaku dalam melaksanakan suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli.
Perjanjian Pengikatan Pembelian dan Penjualan adalah perjanjian kontrak yang dibuat oleh
pembeli danpenjual properti asebelum pelaksanaan Akta Penjualan dan Pembelian (AJB), karena
keadaan tertentu dimana Pejabat Akta tanah (PPAT) tidak dapat secara langsung menyiapkan akta
pengalihan kepemilikan. Dalam persoalan yang dibahas bahwa adanya kesalahpahaman mengenai
ukuran tanah yang berbeda yang diterima oleh konsumen. Pendaftaran tanah merupakan program
pemerintah yang melibatkan kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan catatan fisik dan
catatan hukum yang diintegrasikan dalam bentuk peta. Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk
menjamin kepastian hukum dan memenuhi persyaratan baik masyarakat maupun pemerintah.
Pendataan geografis bidang tanah ialah program yang melibatkan penyusunan hasil bidang tanah
secara sistematis agar letak dan luas bidang tanah dapat ditentukan dari cara bidang tersebut
dipetakan. Hal yang paling utama dalam pendaftaran tanah adalah sertifikat tanah yaitu berupa
salinan buku tanah dan salinan volume dokumen yang dilampirkan dalam, format hukum yang
dimuat dalam peraturan perundang-undnagan. Konteks hukum yang mengatur berbagai hak aats
tanah penting diketahui karena berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan tanah.0Namun,
hal yang paling utama adalah Hak atas tanah yang termuat dalam Undang-undang Pokok
Agraria.Ketentuan dalam Undang — undang ini, hak atas tanah mempunyai fitur serta ketentuan
lain yang mempengaruhi cara suatu tanah/unit hunian dapat dialihkan, dimiliki dan digunakan.

(Anton Diary S. Surbakti et al., 2021)

Sertifikat hak atas tanah juga terdapat kesalahan hukum adminstratif seperti kesalahan
pengukuran bidang tanah, dan dapat menimbulkan keraguan bagi pemilik hak atas tanah.
Kesalahan tersebut dapat timbul karena kesalahan data yang diberikan oleh pemohon saat
pembuatan sertifikat atau karena kesalaha objek ataupun subjek. Kesalahan subjek adalah
kesalahan pemgukuran dan pemetaan tanah, sedangkan kesalaha objek adalah kesalahan yang
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terjadi ketika seseorang meminta informasi yang salah. Dalam hal ini, sertifikat yang bermasalah
dapat diajukan untuk pencabutan. Serifikat dapat dicabut oleh pemohon atau orang yang merasa
dirugikan saat sertifikat dikeluarkan. (Herman et al., 2022) . Dalam hal terkait kesalahan
pengukuran tanah oleh developer, hal ini sangat membutuhkan Notaris dan PPAT sebagai sarana
pengawasan tanah. PPAT adalah bagian penting dari sistem pertanahan dan berwenang menyusun
akta resmi memiliki hubungan dengan hak kepemilikan atas tanah dan milik satuan rumah susun.
Tugas dan peran dari PPAT mencakup pembuatan akta penting. Selain itu, PPAT juga
mengeluarkan akta untuk otentikasi kepemilikan tanah, termasuk hak properti, hak usaha, dan hak
penggunaan banguna.. Selain itu, PPAT bertanggungjawab untuk membuat akta yang
mengesahkan kepemilikan satuan rumah susun. PPAT wajib memastikan bahwa transaksi tersebut
sah dan kepemilikan unit dicatat dengan benar . (Robinson & Rudy Hartono, n.d.)

Dalam konteks hukum dalam mengajukan suatu gugatan harus konkret untuk diterima oleh
pengadilan. Dalam kasus yang disebutkan, bahwa hakim tidak dapat menerima gugatan karena
adanya kecacatan formil yang disebut “Obscunr Libel” atau ketidakjelasan yang siginfikan dalam
gugatan itu sendiri. Dalam putusan 200/PDT.g/2017/PN JKT.UTR, ketidaksesuaian antara klaim
yang diuraikan (posita) dan tuntutan yang diajukan (petitum) dapat menyebabkan gugatan ditolak
oleh hakim karena bertentangan dengan syarat formil sesuai dengan KUHPerdata. Hal tersebut
menjelaskan untuk menyusun gugatan harus jelas, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan hukum

agar dapat diterima oleh pengadilan. (Suhaila Zulkifli et al., 2021). Berdasarkan Eksepsi Tergugat
1 dan Tergugat 1I, menerangkan eksepsi yang disampaikan Tergugat I dan II secara keseluruhan
haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya. bahwa yang termasuk dalam lingkup eksepsi menurut
Hukum Acara Perdata yang berlaku adalah sepanjang tangkisan tergugat yang tidak menyangkut
persoalan mengenai pokok perkara, yakni hanya tentang formalitas dari surat gugatan, artinya surat
gugatan yang diajukan oleh penggugat memenuhi kriteria formil yang diuraikan dalam pasal 8,
bagian 3 RV (Recht Voordering) bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan penggugat
dalam perkara a quo dan ternyata para penggugat telah mencantumkan dengan lengkap dan jelas
identitas kedua belah pihak yaitu penggugat maupun tergugat I dan II, dan adanya fundamentum
potendi/posita disertai dasar hukumnya, yakni adanya uraian perbuatan wanprestai yang telah
dilakukan Tergugat I dan Tergugat 11 yang diatur dalam pasal 1243KUH Perdata juga kemudian
adanya hal yang dituntut oleh para penggugat( petitum ), sehingga Majelis Hakim berpendapat
surat gugatan yang dimasukkan penggugat dalam perkara a quo sudah memenuhi persyaratan

formil sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 8 angka 3 RV. (Qori’atul Imami et al., n.d.)
Setelah ditinjau oleh majelis hakim, telah ditentukan bahwa surat gugatan yang diajukan oleh
penggugat memenuhi kriteria yang diuraikan dalam pasal 8, angka 3 RV, setelah pemeriksaan dan
analisis yang cermat terhadap isi gugatan, serta ternyata pula eksepsi yang diajukan oleh tergugat I
dan tergugat II telah menyangkut para tergugat serta menyangkut persoalan mengenai pokok
perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dan akan dibahas kembali mengenai pokok
petkaranya, hal tersebut sejalan Yurisprudensi MA RI Nomor. 361K/SIp/1973, pada tanggal 30
Desember 1975, yang mengungkapkan “ eksepsi yang berupa tangkisan tergugat tidak dapat
dibenarkan karena merupakan bagian dari jawaban dalam pokok perkara (verweer), bukan sebagai
eksepsi yang dapat diterima secara hukum.Hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima
karena dianggap kabur atau tidak jelas. Pihak yang mengajukan gugatan harus sesuai dengan bukti
yang ada, hal ini diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdt. Berhubungan dengan itu, peristiwa ini tidak
menghalangi penggugat untuk melayangkan gugatan kembali, karena gugatan tersebut tidak sesuai
dengan pokok perkara dan akan lebih sulit untuk memenubhi syarat formil.

Simpulan

Berdasarkan analisis  tethadap Putusan No. 200/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr, dapat
disimpulkan bahwa ketidakjelasan klausul dalam perjanjian pembelian unit hunian (obscuur libel)
menjadi sumber utama sengketa antara konsumen dan pengembang. Ketidakjelasan ini
menyebabkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak, di mana konsumen sering kali
berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Dalam perkara ini,
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pengadilan menilai bahwa klausul yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum
sechingga harus ditafsirkan dengan mengacu pada asas keadilan dan perlindungan
konsumen.Putusan ini memperlihatkan bahwa dalam kontrak baku yang dibuat oleh pengembang,
terdapat kecenderungan untuk menyusun klausul yang dapat merugikan konsumen. Konsumen,
sebagai pihak yang tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian, sering kali tidak
memiliki alternatif selain menerima seluruh ketentuan yang diajukan oleh pengembang. Hal ini
menimbulkan risiko penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha, yang bertentangan dengan
prinsip kesetaraan dalam petjanjian.Dalam konteks perlindungan konsumen, pengadilan mengacu
pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan
bahwa setiap petjanjian tidak boleh mengandung ketentuan yang merugikan konsumen atau
bertentangan dengan asas keseimbangan. Klausul yang tidak jelas dapat dikategorikan sebagai
bentuk ketidakjujuran pelaku usaha yang berpotensi menyesatkan konsumen mengenai hak dan
kewajibannya. Oleh katena itu, dalam perkara ini, pengadilan menafsirkan isi petjanjian dengan
mengutamakan kepentingan konsumen.Putusan ini juga menyoroti peran hakim dalam
memberikan keadilan substantif melalui tafsit hukum terhadap obscuur libel. Hakim tidak hanya
bertindak sebagai penegak hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai pihak yang harus memastikan
bahwa setiap perjanjian mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian,
putusan ini memberikan preseden penting dalam penanganan sengketa konsumen yang melibatkan
kontrak baku dengan klausul tidak jelas.

Selain itu, putusan ini mengingatkan bahwa kontrak perjanjian harus memenuhi prinsip
transparansi dan kepastian hukum. Ketidakjelasan klausul perjanjian tidak hanya merugikan
konsumen, tetapi juga dapat menyebabkan perselisihan hukum yang berkepanjangan. Oleh karena
itu, setiap perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha harus disusun secara rinci dan tidak
mengandung ketentuan yang dapat menimbulkan multiinterpretasi.Keberadaan obscuur libel dalam
petjanjian pembelian unit hunian menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat dalam
penyusunan kontrak baku oleh pengembang. Pemerintah dan otoritas terkait harus memastikan
bahwa klausul dalam perjanjian standar diawasi dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi
konsumen. Mekanisme pengawasan ini dapat dilakukan melalui kebijakan pengesahan kontrak atau
sertifikasi kontrak oleh lembaga petlindungan konsumen.Dalam praktiknya, konsumen sering kali
tidak memahami implikasi hukum dari klausul dalam petjanjian yang mereka tanda tangani. Oleh
karena itu, edukasi dan literasi hukum bagi konsumen menjadi faktor penting untuk menghindari
potensi sengketa di masa depan. Konsumen harus diberikan pemahaman yang memadai mengenai
hak dan kewajibannya sebelum menandatangani perjanjian, schingga mercka tidak terjebak dalam
klausul yang berpotensi merugikan.Selain perlindungan hukum bagi konsumen, pelaku usaha juga
perlu memahami bahwa penyusunan perjanjian yang jelas dan adil dapat meningkatkan
kepercayaan dalam transaksi bisnis. Pengembang yang menyusun perjanjian secara transparan dan
bertanggung jawab akan memperoleh reputasi yang lebih baik serta mengurangi potensi sengketa
hukum di masa depan. Oleh karena itu, praktik bisnis yang etis harus menjadi standar dalam
industri properti. Dari aspek yuridis, putusan ini memberikan kepastian bahwa klausul yang
mengandung obscunr libel dapat dibatalkan atau ditafsirkan untuk menghindari ketidakadilan. Hal ini
mencerminkan pendekatan hukum yang progresif dalam melindungi kepentingan konsumen.
Dengan demikian, putusan ini dapat menjadi rujukan dalam menyelesaikan sengketa serupa di
masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan kontrak baku dalam transaksi properti. Sebagai
kesimpulan, Putusan No. 200/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr menegaskan pentingnya kepastian hukum
dalam perjanjian pembelian unit hunian. Klausul yang tidak jelas tidak hanya berpotensi merugikan
konsumen, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpastian dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu,
diperlukan pengawasan lebih ketat terhadap penyusunan kontrak baku serta peningkatan edukasi
hukum bagi konsumen agar dapat memahami hak-hak mereka secara lebih baik.
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